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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   5   TAHUN 2006
TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,

HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH BIMA,

Menimbang : 
a.  
bahwa dengan ditetapkan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima, Pemerintah Kota Administratif Bima meningkat statusnya menjadi Daerah Otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraanya perlu dilakukan prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif Daerah;

b.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, Pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat  perlu digali sumber - sumber pendapatan yang berasal dari pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana huruf a dan huruf b konsideran diatas, maka perlu diatur Retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dengan Peraturan Daerah.  
Mengingat :
1. 
Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang - undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang – undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - undang RI Nomor 13  Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara                       Nomor 4418);

5. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Nomor 4310); 

6. Undang - undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

8. Undang - undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah               (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2003);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang         Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH KOTA BIMA

dan

KEPALA DAERAH BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
: 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

4. Wakil  Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kota Bima.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan  dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
11.
Perusahaan adalah Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

12. 
Penggilingan padi adalah setiap Perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin  dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi / gabah menjadi beras sosoh.

13. Huller adalah setiap Perusahaan yang digerakkan dengan  mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi / gabah menjadi beras pecah kulit.

14. Penyosohan beras adalah setiap usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah  beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh  menjadi lebih baik lagi.

15. Surat Izin Usaha (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) adalah pernyataan tertulis dari Pejabat yang berwenang yang memberikan hak untuk melakukan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

16. Perusahaan skala Besar adalah Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang memiliki kapasitas giling 1500 kilogram per jam setara Beras perunit usaha.

17. Perusahaan skala Kecil adalah Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang memiliki kapasitas giling kurang dari 1500 kilogram per jam setara Beras perunit usaha.

18. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah  dalam Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

19. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

20. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

22.
Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORB adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 

23.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

24.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

25.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

26.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

27.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

28.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap Perusahaan wajib memiliki Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU).

a. Izin Usaha (IU) diberikan kepada Perusahaan.

b. Tanda Daftar Usaha (TDU) diberikan kepada Perusahaan Kecil.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

Yang berwenang memberikan Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan atas nama Kepala Daerah.

Pasal 4

Permohonan Izin Usaha (IU) di tujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dilengapi dengan :

a. Surat Izin Tempat  Usaha dan Izin berdasarkan Undang – undang Gangguan (HO) 

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

c. Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris 

d. Daftar Isian / Formulir Isian

Pasal 5

Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dilengkapi dengan :

a. Surat Izin Tempat  Usaha dan Izin berdasarkan Undang – undang Gangguan (HO) 

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

c. Daftar Isian / Formulir Isian

BAB IV
 OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dipungut biaya retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha atau Tanda Daftar Usaha  penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

Pasal 7

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan oleh pemberi izin usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah Badan atau Orang Pribadi yang memperoleh Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9
Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis, besar dan kapasitas daya mesin (daya kuda) penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12
(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan besarnya daya mesin.

(2) Besarnya tarif retribusi bagi setiap penggilingan padi, huller dan penyosohan beras Sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) per satu daya kuda mesin penggerak.

BAB IX

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan besarnya daya mesin yang digunakan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kota Bima tempat izin usaha diberikan. 

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 16
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN 
Pasal 17
(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD  ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 19
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRD KBT.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN
Pasal 21
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD KBT dan SKRD LB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimasud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakuakan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %   dua persen )
Pasal 24
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26
(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a.  Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28
(1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanaakn kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) X jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini  pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. 
Disahkan di

Raba - Bima

Pada tanggal
    20  Maret   2006
KEPALA DAERAH BIMA,

M. NUR A. LATIF
Diundangkan di Raba

Pada tanggal   20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH,

   Drs. Maryono Nasiman

Pembina Utama Muda ( IV/c )
       Nip. 010 078 253

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2006 NOMOR  5
PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN KOTA BIMA

NOMOR     5     TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,HULLER 

DAN PENYOSOHAN BERAS

A. PENJELASAN UMUM 

Sebagaimana telah diketahui pengaturan terhadap pengusahaan               perusahaan – perusahaan di atur dengan Bedrijfs Reglementering Ordonantien 1934. Mengenai Peraturan dalam bidang Perusahaan Penggilingan Padi sebagai Peraturan pelaksanaan dari B.R.O 1934 dikeluarkan Bedrijfs Reglementering Verordening           Rijst – Pellerjen 1940 (Staatsbaad Tahun 1940 Nomor 184) yang kemudian di cabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954.

Dalam pada itu keadaan terus berkembang khususnya perkembangan perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam lapangan produksi telah menimbulkan berbagai persoalan yang bersangkutan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam  bidang ekonomi setelah Negara kita Merdeka, yaitu mengenai persediaan bahan makanan khususnya perberasan tidak dapat di tampung oleh Verordening tersebut tidak dibedakan antara Perusahaan – perusahaan yang menggiling padi / gabah menjadi beras ; Perusahaan - perusahaan yang mengerjakan beras menjadi beras sosoh. Semua Perusahaan – perusahaan tersebut pada sub a dan b disebut dengan “Pellery”. 

Lain dari pada itu Perusahaan – perusahaan yang berkapasitas kurang dari 2,5 PK bekerja tanpa memerlukan surat izin.

Pemerintah pada masa itu berpendapat bahwa untuk dapat lebih menjamin kepentingan masyarakat dalam hal perberasan ini, telah mengeluarkan kebijaksanaan yang kemudian dituangkan dalam Undang – undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952. Kemudian berdasarkan Undang – undang darurat ini diterbitkan Surat Keputusan Mentri Perekonomian Nomor 2839 / UBM tanggal 28 Pebruari 1953, yaitu tentang           “Kewajiban Daya Kerja Penggilingan Padi”.

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 antara lain demi terjaminnya pelaksanaan tentang Kewajiban Daya Kerja  Penggilingan Padi tersebut maka terdapat Perusahaan yang bergerek dalam bidang perberasan diadakan penggolongan – penggolongan sebagai berikut :

a. Perusahaan penggilingan padi merangkap penyosohan beras;

b. Perusahaan penggilingan padi dalam arti sempit;  

c. Perusahaan huller gabah;

d. Perusahaan penyosohan beras;

Adapun pemberian Surat Izin untuk Perusahaan – perusahaan termaksud pada sub a dan b adalah  Menteri Pertanian, sedangkan untuk Perusahaan termaksud pada sub c dan d adalah Pemerintah Daerah (Gubernur Kepala Daerah). Ternyata keadaan masih  terus berkembang, antara periode 1965 – 1999 dipergunakan sistem Demokrasi Terpimpin.


Seiring dengan perkembangan demokrasi ekonomi dewasa ini dan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha, serta mengingat bahwa baik penggilingan padi maupun huller merupakan salah satu dari prasarana pangan yang mempunyai peranan sangat vital didalam usaha kearah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat dan               Negara, maka perlu diadakan ketentuan – ketentuan yang baru untuk memperlancar usaha kearah pelaksanaan tujuan tersebut dengan menghilangkan segala              hambatan – hambatan. 

Dengan  lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima, maka pemberi Surat Izin untuk Perusahaan – perusahaan tersebut adalah Pemerintah Daerah Setempat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 
:

Dalam pasal ini terkandung suatu pokok materi bahwa terdapat Perusahaan yang bergerak dalam bidang perberasan hanya dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Perusahaan Penggilingan Padi 

2. Perusahaan Huller

3. Perusahaan Penyosohan Beras

Penggolongan tersebut berdasarkan pertimbangan teknis sebagai berikut; berhubungan dengan perkembangan teknologi maka hambatan pengolahan padi akan berubah – ubah, namun bila di tinjau dari fungsinya peralatan tersebut yaitu merubah bahan – bahan menjadi barang jadi maka akan bersifat tetap, oleh karena itu dalam pengolahannya diadakan perbedaan atas dasar kemampuannya merubah bahan baku menjadi bahan jadi, dalam hal ini : Padi menjadi gabah, gabah menjadi beras pecah kulit dan hasil terakhir dapat berupa berasa pecah kulit atau beras sosoh.  


Pasal 2  
: 


cukup jelas 

Pasal  3   
: 




cukup jelas

Pasal  4   
: 




cukup jelas

Pasal  5   
: 




cukup jelas

Pasal  6   
: 




cukup jelas

Pasal  7   
: 




cukup jelas
Pasal  8   
: 




cukup jelas
Pasal  9   
: 




cukup jelas
Pasal  10  
: 




cukup jelas
Pasal  11  : 




cukup jelas
Pasal  12  : 




cukup jelas
Pasal  13  : 




cukup jelas
Pasal  14  : 




cukup jelas
Pasal  15  : 




cukup jelas
Pasal  16  : 




cukup jelas
Pasal  17  : 




cukup jelas

Pasal  18  : 




cukup jelas
Pasal  19  : 




cukup jelas
Pasal  20  : 




cukup jelas

Pasal  21  : 




cukup jelas
Pasal  22  : 




cukup jelas
Pasal  23  : 




cukup jelas
Pasal  24  : 




cukup jelas
Pasal  25  : 




cukup jelas
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